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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR .( TAHUN 2013 

TENT ANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013-2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2015. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasoi 2010-2025; 

11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan 
Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan 
Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional; 
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12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan 
Nasional Tahun 2010; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Republik Indonesia Nomor: 
63/KEP/M.PAN/7 /2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 179); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaen Luwu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 229); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaen 
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2008 Nomor 11, Ttambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 
ten tang Inspektorat, Badan Perencanaan 
TI--L---·--- T"\----L -'-- T --L--- 'T'-1--!- T"\ .... .-.- .... L 



Menetapkan 

Lain Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 230); · 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaen Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 210); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 228). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG ROAD 
MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013-2015. 

Pasal 1 

Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2015 ini, digunakan 
sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 

Pasal 2 

Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2015 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



WIHVH&I .NlaIHVl'<IJlW 

'VHV.Lfi llh\ll'I .N3.LVd1UIVJI 
HVHfiQ SillV.Laml3:S 

l.n.•vt i refillue:i aped 
-equres-ew !P tre>(iltrepun1a 

111 ua1s1sv z 

6eqnse)I v 

VS)llij3dl0 HVl 31 

� 
'VHV.Lfi llh\ll'I I.LVdfi& � 

£ 1 Q?; l,l'BIIW11f z [flfilitrel apad 
-equres-ew !P tre>[d�al!O 

·-e�n 
Illt\n1 ual-ednq-e)I q-e.ia-ea �µaa urejap -eil:uue:i-edwauad 
tre2uap JU! Jl"Bdna tre.Jnl'B.l:ld tre2trep�uad 
U'B>!lf6lUJ.J:lW:lW ''BAUJnlf6l:l3uaw 3tre.io danos .l'B2V 

£ f8S'Bd 



. ' i : f\ ·111cd11t.1h K11bup.1tc11 L11wi1 Utsm !� iiiii, ..;.a =-------..;. 
,, ' 

BAB III 
DOKUMEN USULAN RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI 

BIR.OKRAS! TINGKAT MIKRO PADA PEMERINiAH 
. - KABUPATEN LUWU UTARA 

Dokumen Usulan merupakan prasyarat utama bagl SKPD yang ada 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dokurnen Usulan berisi 

penjelasan menoenai program dan Kegiatan Reformasi Blrokrasl yang sudah 

dilaksanakan, sedang dilalc.sanakan dan yang akan dilaksanakan disertai 

drengan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Utara yang di susun 

berdasarkan grand design reformasi birokrasi 2010 - 2025 dan Road Map 

Reformasi Birokrasi 2010-2014. 

DoKumen Usulan Reformasl Birokrosi ini menjelaskan dua hat 

beser, vaitu: 

a. Titik awal program Reformasi Birokrasi di masing-masing SKPD tentang 

Birokrasi yc:ng ada di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 

sesuai dengan karakteristik rnasinq-rnaslnq satuan !<erja, yang didasarkan 

paoa program dan kegiatan Reformasl Birokrasi apa yc1ng sudah, sedang 

dan akan dilakukan; 

/J. Roadmap (rencana kcrja rinci) pelaksanaan/penuntasan program 

Refurrnasi Birokrasi Pemerintah Kabupate�, Luwu Utara. 

3.1 Langkah - Langkah Penyusunan l)okumen Usulan Reformasi 
Birokrasi 

Langkah - langkah dalam menyusun dokumen usulan Reformasl 

Birokrasi adalah sebagal berikut: 

1. Memahami Substansi, Outputs dan Outcomes Program dan 

Kegiatan Reformasi Birokrasi 
Substansi, output, dan outcomes dari setiap keglatan dapat dilihat 

pada dokumen Roadmap Reformas, Birokrasi Nasional 2010 - 2014, 

(Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010) khusus pada bagian 
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2. Mcmahami Keterkaitan antar Kegialan Reformasi Birokrasi 

Pada dasarnya seturuh program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 

menullkl keterkaitan yang tinggi. Kelerkaitan tersebut terutama pada 

tingkat keglatan. Dengan memeharnl keterkaitan tersebut maka 

maslnq-maslnq satuan kerja dapat lebih mengetahui gambc1rc1n 

proses pelaksanaan proqram/keqlatan reformasi blrokrast secara 

menveluruh sebagaimana tertuanq dalam Roadmap Reformasi 

Birokrasi nasional 2010 - 2014. 

3. Menilai Ting!<at Penyelesaian KeQiatan Reformasi Birokrasi 

Banvak kegiatan pembenahan yang dilakukan oleh masing-masing 

satuan kerja yang termasuk dalam kegiatan Reformasi Birokrasi. 

Untuk mengenali apakah kegiatan yang dilakukan sudah selesai atau 

belum selesai, bandingkan keluaran yang dihasilkan pada saat 

dilakukan penilalan dengan outputs dan outcomes yang diharapkan 

dalarn Roadmap R,;:formasi Birokrasl Nasional 2010 - 2014. 

a. Bila memang sesual, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan 

dalam cokumen usulan, sebagai kegiatari yang - sudah selesal; 

b. Bila belum sesuai, maka ke£1iatan tersebut bisa dinyatakan 

dalam dokumen usulan, sebagal kegiatan yang sedang 

dilakukan, yang dalam dokumen usulan akan dimasukkan 

sebagai kegiatan yang masih harus diselesaikan. 

4. Menyiapkan oo•:umen usulan 
Dokumen usulan disiapkan sesual format dan kornponen 

sebagaimana yang terlampir dalam lampiran ini dan dlsertat dengan 

tamplran yang diperlukan. 

3.2 Road Map reformasi birokrasi Kabupaten Luwu Utara 

Road Map berlsl gambaran detail program dan kegiatan reformasi blrokrasl 

sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Untuk setiap program dan l<egiatan 

periu dibuatkan rencana kerja rinci, dan memastikan irnplementasi dan . 

penguatan dampak perubahan, yang maslng-masing mencakup penjelasan 

atas J-ial-hal sebagal berikut: 

a. Ringkasan Ekselkutif 
Berisl urelan slngkat substansl rosdmsa rt>fnrm;i,i hirn1<,·,,c1 
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i.l. Pendahuluan 
l::lerisi paparan kondlsl nyata birokrasi pada Pemerintah Kabupaten 

Luwu Utara yang mencakuo masalah-masaeh yang dihadapi dan 

langkah-langkah pernbenahan yang akan dilakukan. 

c, Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan refonnasi 

birokrasi, 
• Pencapaian. Berisi paparan program dan kegic!tan reformasl 

birokrasi yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara 

"' Rencana. Berisi paparan program dan kegiatan reformasi 

birokrasi yan\1 sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintau 

Kabupaten Luwu Utara, termasuk quick wins yang ditetapkan. 

• Krlteria keberhasllan. Berisi paparan mengenai haslt yang 

akan dtcapai baik outputs msupun outcomes untuk setiap 

program dan kegiatan reformasi blrokrasl masing-masing satuan 

kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara. Kriterla keberhasltan ini mengacu pada Kriteria dan 

Ukuran Keberhasilan yang diterbitkan oleh l<'.ementerian PAN 

dan RB. 

• Agenda prioritas. Berisi paparan mengenai program dan 

aktivitas reformasi birokrasl yang sedang dan akan dilaksanakan 

berdasarkan skala prioritas masing-rnasing satuan kerja. 

• Waktu pelaksanaan dan tahapan l:.etja. Berisi paparan 

mengenai jangka waktu pelaksanaan program dan aktivitas 

reformasl birokrasi yang sedang dan akan dllaksanakan oteh 
masing-maslng satuan kerja beserta tahap-tahap pelaksanaan 

program dan l<li!giatannya. 

• Penanggungjawab. Berisi informasi tentang unit kerja atau 

sumber daya · manusla yang menjadi penanggungjawab set'ap 

pelaksanaan program dan keqlatan reformasi birokrasi di 

Lingr.ungan Pemerintai·, Kabupalen Luwu Utara terkait. 

Rencana anggaran. Berisi informasi mengenai rencana 

besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung 

pelaksanaan setiao 0rDQrilm rl;,n l,,:,ni::ohn roFM�--• '-'--'··--. 

0 
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cl. Lampiran. 

Lampiran yang dimaksud adalah kelengkapan yang mendukung -isi 

dari road map yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu 
utera, .. _ 

BAS 'IV 
PENUTllP 

Dokumen usulan Reformasi Blrokrasl Pemerintah Kabupaten 

Luwu Utara iru merupakan salah satu unsur penting untuk memulai 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pedoman peiaksanaan ini 

dimaksudkan untuk membantu masing-masing satuan kerja dalarn 

menyiapkan komponen yang harus ada ketika mengajukan dokumen 

usulan Reforrnasi Birokrasi. Dokurnen usulan ini akan menjadi dasar 

perulaian yang dilakukan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasl 

Nasional (UPRBN) terhadap kesiapan dan kemejuan pelaksanaan 
rer ormast di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Luwu Utara 
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resistensi ternadap perubahan 
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2. Penyusunen strategi manejcmen • Terscsusunya dokumen stralegi 

peruCahar, dan st:ategi kornunikas rranejem::!l pe!1.!�ahan !!an 
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1. Pe,nbectuka,1 Tim Maneje,T>cn 

Perubahan Pemerintah 

Daerah 

- forbentui<nya Tim Fasi.itasi dan 

penerapan Reformasi Biro�rasi 

ORT ALA 

ORTALA 

.' 

Pemerirtah Daerah strategi kornunikasi serta terbangunnya 

komitrnen, partisi?asi can perubanan 

perilaku 

3. &is;aJisosi dan inl�rnalisasi mane - - Terbangunn�a kesarnasn presepsl PEMKAB 

jemen perubanan dalam rnngka 

Refonnasi 8irokrasi 

komitmen, konsiostemsi serta keterlibatan 

d.;l2rn pelaksanaan program dan 

kegia.an rcf,irmasi birckrasi pads 

se!vrnh tingkalan pegawai Lingkup 

P:,mda Kab.lJ!ara 1 
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, PERATURAN PERUNDANG • disharmcnisasi Perafuran Perundang- 
1 

: 

IJNDANGA.N Undangan yang dikduarkan cleh I 
P�marinl.:h Kabur,�len Luwu Utara 

. .. 

1. Penataan berbagai peraturan 

perundang-undangar. yang di • 
keluzrl<lm/ diierbil•.an c!eh 
Perraerintah Daerah 

C. PENATAAN DAN PENGUAT#I 

ORGANISASI 

- Maningkatnya �lektifitas peni:tlolaa� 
Peranrrsn Perunda1:g - cndargan 

Pemeriniah Kat, Luwu utara 

1. ldentifikasi Peratura� Perundang· 

Undangan ;ang dike1car1<an/ ditcrbitkan 
c!�h J';)merintah Kab. Luwu Utara 

sebagai dasar untuk rr.elakukan regulasi 

dan tieregulasi 

C. • Menurunnya tumpar.g tindih tugas pokok 
dan fun�i intemaV eksternal SKPD 

Ungkup Pemerintah Kab. Luwu Ulara 
- Meningkatnya kaoasitas SOM dalam 

l.!nskup Femerintat, D&�rah Kab. 

LuwuUtara 

97 
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HU�.UM 

ORTALA 

llKDO/ PEMKAB 

1. Restrukturisasl/ penataan tugas dan '· Tersusunnya peta tugas dan rJngsi • 

fungsi un;1 kerja peca Pemerintah sahian kerj21 unit kerja lingkup 

ORTALA 

I l<ab. Luwu Utara Pemerinlah Daerah y3ng tepat lungsi 

L dan tepat ukuran (rightsizing) yang L dapat mendoronq percepatan R?formasi _L 
__ 

="====��===kB� irokrasi =·="=�� .===1J 
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SAG. OP.TJU. SEnMl':AB. LU:\tl UT� iO:l 
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� Penguat�n unit kerja yanf menangao - Terciplanya Saluan kerja/ unit ke,ja- 

'Jrganisa,i. tatalaksana. pelay,.nan crganisasi, tatalaksana, kepegawaian & 

publik, kepegawaian oan diklal ciklat yang nampu '111,ndukung tercapa - 
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ORTAUJ BKDD j ,1 
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I 

ro 1· 11 ii 

- u:nas Petllubungan 
Komun,kasi dan I 

lnformatika 
-SAPPED.A. 
-DPPKAD 

-BPPTS-PM 
-uUKCAf'IL 

-BKDD 

, . 
I 
l 

I I 
I 

6 

iuya refo;m.isi birokrasi 

0. - Meningkalnya pengnunaan tek11otog, 
informa� <lalarn proses penyel,mgga 
raaan manejemen p�merinlahan 

lingkup pemerintsh Kab Luwu Utara 

D. ?ENATAAN TATALAKSANA 

. ,:·.&!! ":isi.d •• ; . ?" - "_j_ ,._;"·'· 

-lnspektorat 
- Bag. ADM. Pernb: 

-Bag. Hukum 

- Menin��alnya efisiensi da,1 efektilitas 

proses rnanejernen pemermtahan - 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Road Map Reformasi Blrokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten 

Luwu Utara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 81. tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Blrokrasi 2010- 
2025, dan Peraturan Mentcrl Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 

Blrokrasl 2010-2014. Road Map Reforrnasi B!rokrasi merupakan rencana 

rinci pelaksanaan Reformasl Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan 

selanjutnya selarna · uma tahun dengan sasaran per tahun yang jelas, · 

Sasaran tahun pertama akan menji:idi dasar bagi sasaran tahun 

berikutnya, begit-upun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada 

sasaran tahun sebelumnya. 

Pembangunan Aparatur Ungkup Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara di lakukan melalui Reformasi Birokrasl untuk meningkatkan 

perofesionalisme aparatur negara dan untuk rnewujudkan tata 

I 

I 
!· 
; 

pernerintahan yang baik di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan 

pembangunan di bidang lainnya. Hal ini sebagaimana di arnanatkan 

daiam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana 

pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. 

Seja!an 'denqan hal ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berupava 

untuk mewujudkan dalam pemantapan pembangunan dan pemerintahan 

dengan harapan adanya perubahan tata ke!ola pemerintahan yang t)aik. 

Tuntutar. Masyarakat pada pemerintah untuk mewujudkan dan 

melaksanakan good governance, Pota-pola lama harus segera 

ditinggalkan di 9anti dengan pola-pola baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang berdasarkan Jood governance, untuk mewujudkan 

good governance tersebut diperlukan Rencana Aksi yang tertuang dalam 

Road Map retormast birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang 

meliputi Reformasi kelembagaan, ketatalaksaan, kepegawain manajemen 
oeli\Vr\n;\n n, ,hlil, A........ _.,,._1.. - ·- - I 
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Salah satu tonggak penting ym1g menandai rnulai berprosesnya 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan Reformasi 

Birokrasi, adalah tersedianya dokurnen roadmap reformasi birokrasi dan 

terbentuknya Tim fa.lltasi dan · Penerapan Reformasi Birokrasi. Menglngat 

banyaknya pembenahan yang harus dilakukan terhadap birokrasi 

pernerintahan yang ada saat lni, maka amanat melaksanal<an reforrnasi 

birokrasi pemerlntahan menjadl sebuah pekerjaan yang sangat besar, . . . 

Pendayagunaan aparatur negara pada dasarnya adalah 

pembinaan, penertiban dan penyernpurnaan aparatur negara baik dari 

aspek kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, tatalaksana, dan 

pengawasan. Percepatan pendayaqunaan aparatur Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan 

sasaran mengubah pola piklr (mindset}, budaya kerja (culture-set), dan 

sistem rnanajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas 

pelavanan publlk lel::ih cepat tercapal, Upaya tersebut dilaksanakan 

secara berkelanjulan dan berkesinambungan yang berujung pada 

pelayanan publil< yang prima. 

1.2 Maksud 

Arnanat pel�,ksanaan reformasi birokrasi Merupakan sebuah 

pekerjaan yang sangat besar oleh sebab itu untuk memperrnudah 

pelaksanaan dan memperjelas sasaran pencapaiannya, maka ten£;gang 

waktu pencapaian sasaran sapai tahun 2025 dibagi menjadi tahapan lima 

tahunan menyesuaikan denqan tahapan Rencana pe,rnbangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Kabupaten Luwu Utara. 

Dalam pelaksanaan reforrnasi birokrasi tersebut diharapkan 

keadaan Birokrasi yang ada dilingkungan Pernerintah Kabupaten Luwu 

Utera sudah berhasil mencapai peningkatan dalam : 

a. Pcnyelenggaraan pemerintahan yang balk, bersih, bebas, korupsi, 

kolusi dan nepotisme; 

b. Peningkatan Kualiras pelayanan publik yang di laksanakan masing- 

masing satuan Kerja; 

c. Peningkatan Kapasitas dan akuntabliitas kinerja birolcrasi dalam 
___ 1_ - • ' 
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d. Profesionalisme Surnber Daya Manusia (SDM) aparatur yang 

didukung oleh slstem rekruitmen dan promosi aparatur yang berbasis 

kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobultas aparatur 

antar daerah dan antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaj1 dan 

bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. 

1.3 Tujuan 

Diharapkan Pada tahun 2013 seluruh SKPD lingkup Pemkab 

Luwu Utara telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses 

reformasi birokrasl, dan pada tahun 2014 secara bertahap dan 

berkelanjutan ditargetkan seluruh SKPD yang ada di Lingkungan 

Pernerintah Kabupaten Luwu Utara telah meiaksanakan Percepatan 

Program Reformasi Birokrasi Tingkat Mikro, sehingga pada tahun 2025 

telah rnencapai birokrasi pernerintahan yang profesional dan berintegritas 

tinggi. Dengan sasaran pencapaian tersebut, rnaka penyebaran 

pemaharnan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan 

secara terstruktur rneliputi : 

a. Membantu semua SKPD yang ada di Lingkungan Pernerintah 

Kabupaten Luwu Utara dalarn menyusun Dokurnen Usulan 

Reformasi 13irokrasi di lingkungan !<erja masing-rnaslng satuan kerja; 

b. Mernastikan kesarnaan pernahaman sernua pihak yang terlibat 

dalam Reforrnasi Birokrasi terhadap apa yang dimaksud dengan 

muatan program reformasi olrokrast dan apa yang diharapkan dari 

Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi yang di usulkan oleh masing- 

rnasing satuan kerja yang ada di Lngkungan Pemerinrah Kabupaten 

Luwu Utara; 

c. Memudahkan efektivitas dan koordinasi petaksanaan reformasi 

birokrasi baik clitingkat SKPD, Kabupaten, Provins! dan Pernerintan 

pusat. 



1.4 Pengertian 

a. Roadmap adalah rencana rinci menqenei rancangan pencapaian per 

tahun, tahapan kerja, penanggungjawab dan pelaksana, waktu 

pelaksanaan, perkiraan anggaran don krlterla keberhasilan 

pelaksanaan reformasi btrokrast; 

b. Tim Reformasi Birokrasl Pemerlntah Kabupaten Luwu Utara adalah 

kelompok pejabat/staf yang diberi tugas untuk melakukan 

koordlnasl dan pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; 

c. Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi adalah berkas usulan tentang 

rencana pelaksanaan Reforrnasl Birokrasi yang ditandatangani oleh 

Bupati Luwu Utara sebagai penanggungjawab pelaksanaan 

Reformasl Blrokrast di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara; 

d. Penilaian adalah sebuah kegiatan verifikasi untuk rnemberikan nilai 

terhadap Dokumen Usulan, sesuat dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam Pedornan Penilaian. 

1.5 Dasar Hukum 

1. Und<1ng-Undang Dasar Negara Rep�1b\ik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolust, dan Nepotlsrne; 

3. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok 
Kepegawaiar.; 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan 
Negara; 

6. Undang-undang Nornor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan 

Kabupaten Tlnqkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3826); 

7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggunc:i Jawab Keuannan N"'""""' 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

9. Undang-Und,mg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan 

Daerah; 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara; 
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan .13ngka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

15. Keputusan Pres'den Nomor 84/P/2009 tentang Perubahan Keppres 

Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah 

Reformasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 

16. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 

17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

18. Peraturan Menter! Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 

Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedornan Umum Reforrnasi Birokrasi; 

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 

Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pernerintahan; 

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi clan Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 13 Tahun 2009 

tentanq Pedoman Peningkatan Kualltas Pelayanan Publik; 

21. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasl Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta 
Integeritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintal1an 
Daer ah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 

Tentang Organlsasi dan Tr1t� l<<>rl" c:oi..m•--=-· r-- -· • 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten luwu Utara Nornor 10 Tallun 2008 

Tentang Orqanisasl dan tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Luwu 

utara: 
24. Peraturan Daerah Kabupaten ltJWU Utara Nemer 11 T�hun 2008 

Tentang Organlsasl dan Tata Ke,ja Inspektorat Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten 

Luwu Utara; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nemer 12 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Luwu Utara; 

26. Peraturan Daerah Nemor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Luwu Utara; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Namer 3 Tahun 2012 

Tentang Organlsasi dan Tata Kerja Sadan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu clan Penanaman Medal Kabupaten Luwu Utara; 

28. Peraturan Daerall Kabupaten Luwu Utara Nemer 4 Tallun 2012 

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara 

Namor 10 Tahun 2008 Tentang Oerganisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah kabupaten Luwu Utara; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Namer 5 Tahun 2012 

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentantg Organisasi can tata Kerja 

lnspektorat, Badan Perencznaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain kabupaten Luwu Utara; 
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BAB II 
PROSES REFORMASI BIROKRASI 

2.1 Tahap Perencanaan 

Bab ini bertsl uraian lenlang proses pelakSanaan reformasi 

blrokrasi. Reformasl blrokrasl pad a pelaksanaannva merupakan 

tranformasi segenap aspek manajemen pemerintahan menu ju 

pemerintahan berketas dunia. Kompleksnya program dan kegiatan 

retormasl birokrasl memerlukan pentahapan yang jelas. Pentahapan yang 

jelas dan terukur serta adanya program monitoring dan evaluasi akan 

meruperbesar kemungkinan sukses implementasi Reformasi Birokrasi. Di 

dalarn Pedoman ini, terdapat 3 (tigc1) tahapan besar proses reformasi 

b.rokrasl yang harus dilaksanakan oleh rnasing-masing Saluan kerja yang 

ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yaitu: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Monitoring dan evaluasi 

Pedoman ini menggunakan model '5tage-gate'. Kelebihan model ini 

adalah adanya pentahapan yang dljabarkan dalam kegiatan yang terfokus 

dan terukur. Pentahapan ini memudahkan dalam pelaksanaan dan 

penganggaran, serta dalam rnetakukan monitoring dan evaluasi. Seiain 

itu, kemajuan dan capaian fokus kegiatan di dalam tiap tahapan nantinya 

dapat dipastlkan dan dloptimalkan melalul uji kelayakan yang dilakukan 
secara berkesinambungan pada setlap tshapan untuk memperkecil 
potensi kegagalan, mengantislpasi potent/el/ barrier yang menghambat, 

mengurangi recycling dan rework, rnemudahkan pengendalian terhadap 

proses pelaksanaan sampai ke unit terkecil dan waktu pelaksanaan dapat 
dipantau dan diukur. 
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KegiattJn y,:mg dilakuk,m oleh Peme�inl.Jh Kabupaten Luwu utara 

pada tahap lnl adalah: 

a. Membentuk rim F,:1silltasi dan Penerapan Reformasi 6irokrasi 

di Lingkungan Pemerint.ah Kabupaten Luwu Utara; 

b. Internalisasi target, output dan outcome dari kegiatan dan 

program dan reforrnasi birokrasi ke sernua komponen 

organisasi den atau masing-mcJsing Satuan Kerja: 

c. Melal<.ukan review orqarusast ke semua satuan kerja dan 

menentukan lsu kunci pada masing-masing komponen 

reformasl birokrasi (existing conditions); 
d, Memetakan gap (exisllng conditions dan keadaan yang 

oiinginkan); 

e. Menyusun road 1"!ap Rerormasi Birokrasi; 

f. Menyiapkan dokurnen usulan. 

Pada tahap ini dllakukan uji kelayakan yang mellputi: 

a. Masing-masing anggota Tim Reformasi Birokrasi sudah 

memahaml peran, kewenangan dan tanggung jawabnya; 

b. Internalisasi program reformasi birokrasi sudah dilakukan; 

c. Dukungan para pimpinan dan para pejabat kunci sudah 

diperoleh; 

d. Kandidal Agen Perubahan (change agent) di unit-unit 

orqanlsasl sudah teridentifikasi; 

e. Mekanisme koordinasi antar tim pelaksana reforrnasi birokrasi 

sudah te.rdefinisi dengan baik. 

2.1.2 Tahap Pelaksanaan 

Sebelurn tahap ini dilakukan, diperlukan pengkondisian terlebih 

dahulu, yakni : 

a. Menvusun kebijakan reformasi birokrasi internal mela!ui 

peraturan Bupatl Luwu Utara/Keputusan Bupati Luwu 

Utara/Pimpinan SKPD yang menyusun draf rangcangan road 

map rerorraas: birokrasi; 
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Fokus tahap in! diletakkan pada pelaksanaan setiap kegiatan 

reformasi birokrasi sesuai dengan road Map yang terdapat pada 

Dokumen Usulan yang telah disetujui. 

Uji Kelavakan yang dilakukan adalah: 

a. Panduan reformasi dan materi pe!atihan dan sosiallsasi sudah 
t -« tersusun; 

,( 
•\ . 

b. Kebljakan reformasl sudah tersusun sesual ctengan visi dan 

misi organisasi; 

c. Tim refcrmasl birokrasi sudah memahami peran dan 

tanggung jawab dalam rnelaksanakan reformasi birokrasi di 
;, i unit masing-masing satuan kerja; 

d. Program dan kegiatan reformasl birokrasi diimplementasikan 

secara sistematts dan terukur; 

e. Selurun pihak terkait memahami seluruh proses pelaksanaan 

retormasl birokrasi. 

f ; 
I 
f ,. 

I 
i . 

2.1.3 Monitorlng dan Eval:.iasi 

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada tahap 

ini adalah: 

a. Melakukc.n monitoring untuk rnernastikan bahwa pelaksanaan 

setlap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap 

yang tetah disetujui, laporan hr1s!I monitoring disusun paling 

tidak setiap 6 (enam) bulan sekali; 

b. Mengolah hasil monitoring; 

c. Memberikc1n masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada 

pelaksanaan kegiatan reformasl birokrasi; 

d. Melakukan evaluasi untuk settap pelaksanaan aklvitas 

reformasl birokrasi sesual dengan sasaran pencapaian yang 

telah disepakati dalam roadmap. Evaluasi dilakukan paling 

tidak seuao 1 (satu) tahun sekali; 

e. Mengolah hasil evaluasi dan mernberikan catatan-catatan 

yang diperlukan, bila hasil capalan tidak sesuai dengan yang 

direncanakan. 

f. Monitoring dan · evaluast rlil;:,1<, ,�·::m c0r�··� •-•--·--· - · • 
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2..1.4 Proses ?engelolaan Reformasi Birokrasi 

Secara umum proses pengelolaan reformasi birokrasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. P�ngajuan usu\an road map reforrnasi birokrasi oleh 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus dilengkapi dengan 

Serita Acara Validasi Peringkct Jabatan (Job Grading) oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara- dan Reformasi 

Blrokrasl, Sadan Kepegawaian Negara; 

b. Penilaian kelengkapan dokumen usulan, dan verifikasi 

lapangan dilakukan oleh Unit Pengelola Reformasl Birokrasi 

Nasional (UPRBN), hasllnya disampaikan kepada Tim 

Reformasi Birokrasi Nasional (TRSN); 

c. Komite Pengarah Reformasi Blrokrasi Nasional (KPRBN) 
•· melakukan rapat untuk memberikan persetujuan penetapan 

� .. �· 

reformasi birokrasi di Ungkungan Pernerintah Kabupaten 

Luwu Utera yang sudah melakukan proses Reformasl 

Birokrasi dan tunjangan kir.erjanya. 

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh masinq- 
masing satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerlntah 

Kabupaten Luwu Utc1ra; 

e. Evaluasi dan monitoring serta penjaminan pelaksanaan 

Reformasl Birokrasi, oleh nm reformasl blrokrasl di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
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2.2 P'elaksanaan Reformasi Birokrasi 2013-2015 Tingkat 

Mikro di Kabupaten Luwu Utara 

2.2.lProgram Manajemen Perubahan 
Manajamen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematls 

dalam mengembangkan dan menggunakm1 pengetahuan yang dimiliki 

untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan 

ktnerja organisasl. Aktlvitas dalam manajemen pengefahuan meliputi 

upava perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kemball, 

penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan 

ternadap pengel:dhuan sebagai aset lntelektual organisasi. 

Pengetahuan adalah pernahaman tentang sesuatu hal berdasarkan 

i:1lerpretasi alas sebuah konteks perrnaselahan tertentu. 

Kategori pengetahuan dalam organlsasl adalah: 

• ?engetahuan implisit ( tacit), yaitu penqetahuan yany rnasih 

berada dalam pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut. 

Pengetahuan implislt terdiri komponen kognitif dan komponen teknis. 

xornponen kognitif merupakan keranqka berpikir yang tidak dapat 

begitu saja diutarakan dalam sebuah representasi data yang 

terstruktur, sehingga kerap kali disebut pengetahuan tak terstruktur. 

Sementara komponen teknts adalah konsep konkrit yang bisa 

dlutarakan secara eksplisit, sehingga sering kali disebut pengetahuan 

terstruktur. 

• Pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang sudah secara 

eksplisit dlutarakan dan tersedla dalam organisasi. Umumriya 

pengetahuan ekspllsit bersifat terstruktur dan tercerrnin dalam 

berbagal rujukar, peraturan dan stander kerja dalam organisasi. 

Pengetahuan akan dapat memberikan rnantaat terbesar bagi 

organisasi rnana kala bisa dtsebarkan kepada segenap pihak yang 

berkepentingan dalam organisasi tersebut. 

• Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Manag,?n1ent 

System) adatah sistem (umumnya berbasis teknologi informasi) 

yang digunakan untuk melakukan pengeloiaan atas pengetahuan 

pada tiap tahapan, balk saat perolehan, penyimpanan, pengambilan 
kemhau. npm::,nf:,:,bn m�"�"- ,, __ .. ,. 
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Prog'ram lni bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konslsten 

dart sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya 

kt�rja individu atau unit kerja didaiamnya menjadi lebih balk sesual 

dengan tujuan dan sasaran reformasl blrokrasl. Target yang ingin dicapai 

melalul program ini adalah: 

1. Mcningkatnya komitrncn plrnplnan dan pcgawai yang ada di . 
lingkungan masing-masing satuan kerja untuk rnelaksanakan 

manajemen pengetahuan/manajernen perubahan dalam rnelakukan 

reformasi birokrasi; 

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan 

rnasing-masing satuan kerja dalam menjalankan dan menerapkan 

reforrnasl blrokrasl: 

3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya reslstensl terhadap perubahan. 

4. Untuk lebih :etasnya program dan kegiatan manajemen 

peruoahan/rnanejemen pengetahuan terlihat dalam gambar berikut 

ini: 

MANAJEMEN PERUBAHAN 

Akan dilaksanakan atau 
. dilakukan sosiansast dan 

Ada tim yang menangani 
manajernen perubahan 
sudah sesuai dengan 
petunjuk pelaksanaan 
program manajemen 
perubahan 

Strategi manajemen 
perubahan dan strategi 
Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan manajemen 
pengetahuan/manajemen 
perubahan telah ditetapkan 
dan di dokumentasikan 
dalam change plan 

di 

Luwu 

tirn --- Terbentuknya 
manajemen 
perubahan 
Lingkungan 
Pemerintah 
l<abupaten 
Utara 
Tersedianya dokumen - strategi manajemen 
perubahan dan 
strategi Pemerintah 
Daerah dalam 
melaksanakan 
manajemen 
pengetahuan/rnanaje 
men perubahan 
Terselenggarnnya 
�osialisasi dan 
lnternalisasi reformasi lnternalisasl 

Sosialisasi dan 
internalisasi manajemen 
perubahan dalam rangka 
r.Qfru m-:1r-l h; .. ,.,.1 .... --: 

Penyusunan 1 
�gi 

manajemen perubahan 
dan strategi Pernerintah 
Daerah clalam 
melaksanakan 
manajernen 
pengetahuan/rnanajemen 
perubaha n 

Pembentukan tim 
manajemen perubanan 

., 

.J 

0 

I 
I 
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Perundanq- Peraturan 

program ini adalah: 

1. Menurunnya tumpang tindlh dan disharmonisasi peraturan 

perundang··undangan yang dikeluarkan oleh masing-masing 

satuan kerja; 

2. Menlngkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang- 

undangan yang di lakukan Bagian Hukum dan Perundanq- 

Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam 

mengelola .peratiJran perundang-undangan hal ini terllhat 

dalam program kerja yang akan di laksanakan oleh pemerint.ah 

Kabupaten Luwu Utara dalam lampiran lnl. 

2.2.2Program Penataan 

undangan 

Proqrarn inl bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Luwu Utara. Target yang lngln dtcapai melalui 

', ,/· 
. :i· 
. }: ,., 

't,., . ; 

PENATMN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
1 Penataan berbagai 

peraturan perundang- 
undangan yang 
dikeluarlcan/diterbitkan 

Hasil pernetaan 
berbagai peraturan 
perundang-undangan 
telah dlsusun 

• Teridentifikasinya 
peraturan perundang- 
undangan yang 
diterbitkan/dikeluarkan. 

• Terseotanya pesta 
peraturan perundanq- 
undangan yang tidak 
harmonis atau tldak 
sinkron di lingkungan 
Pemerintah Kaupaten 
Luwu Utara. 

• Terlaksananya regulasi 
dan deregulasi peraturan 
perundang-undanagan . 
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2..2.3?rogran1 Penataan dan Penguatan Organisasi 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

organl�asl yang ada di Llngkungan Pemerlntah Kabupaten Luwu 
Utara; secara perinsip struktur 'organisasi ·1ang ada di Kabupaten 

Luwu Utara rnasih banyak belum erektiF karena kaya struklur 

mlskm f,mgsi yang seharusnya rnlskln struktur kaya fungsi secara 

proporslonal sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas maslng- 

masing saker, sehingga organisasi dan atau SKPD yang ada 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi tepat 

fungsi dan tepat. ukuran (right sizing) . 

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

l. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal 

masing-ma�ing satuan kerja; 

2. Meningkatnya kapasitas rnasinq-rnasinq satuan kerja daiam 

melaksanakan tugas pokok dan rungsi hal ini terqambar dalam 

lamplran berikut : 

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 
1 

2 

Restrukturisasi/penataan 
tugas dan fungsi unit kerja 
pada masing-masing 
Satuan kerja 

Penguatan unit kerja yang 
menangani organisasi, 
tatalaksana, pelayanan 
publik, kepegawaian, dan 
diklat 

Terpetakannya tugas dan 
fungsi pada Masing- 
masing Saker yang tepat 
fungsi dan tepat ukuran 

Terencanakannya 
penguatan unit organisasi 
yang secara fungsional 
melaksanakan fur.gsi, 
organisasi, tutalaksana, 
kepegawalan,dan diklat 

Tersedianva peta tugas 
dan fungsi unit kerja 
pada pada maslnq- 
masing satuan kerja 

Terbentuknya unit kerja 
yang menangani fungsi 
organisasi,tatalaksan 
pelayanan publik, 
kepegawaian,dan diklat 
yang rnampu 
mendukung tercapainya 
tujuan dan sasaran 
reformasi birokrasi. 
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2.2.4Program ?enataan Tatalaksana 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

slstem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, et1sien, dan 

teruku] pada masing·masing Saker yang ada di Lingkungan 

Pernerintah Kabupaten Luwu ULara balk itu berupa SOP, SPP, SPM, 

!KM, Tata Naskah Dinas, LAKIP, LHKPN dan lain sebagainya yang 

akan dilaksanakan programkan kerja ketatalaksanaan. Target yang 

ingin dicapai melalui program ini adalah : 

t. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalarn proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Lingkungan 

Pernerintah Kabupaten Luwu Utara; 

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajernen 

pemertntahan di Lingkungan Pemerintah Kabupalen Luwu 

Utara dalam hal pelayanan publik; 

3. Meningkatnya kinerja pelayanan yang ada di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara hal ini ter tergambar dalam 

lampiran berikut : 
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PENATMN TATALAKSANA 
1 Penvusunan SOP Terpetakannya jurnlah Tersedianya dokumen SOP 

penyelenggaraan tugas saker yang mempunyai Penyelenggaraan tugas 
dan fungsi SOP, SPP, SPM, Laporan can fungsi yang dlsahkan 

Akuntabilitas Kinerja 
(LAKIP) serta DI 
sahkannya Dokurnen 
SOP Core business 

2 Pembangunan atau Tersedianya e- Tersedianya e-government 
pengembangan e· government paca pada rnasing-masing Saker 
government maslng-maslng unit 

kerja 
2.2.SProgram Penataan Si!:tem Manajemen SOM 

Aparatur 
Program ini bertujuan untuk menlngkatkan protesionallsrne SDM 

aparatur pada masing-maslng satuan kerja yang ada di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yang didukung 

oleh sistern rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensl, 
trr:1nc:n::tr;"1n COrl-� ...,...,... I_L 
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Target yang ingin dicapal rnelalui program ini adalah : 

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur 

pada masing-masing saluan kerja yang ada di lingkungan 

· Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabllitas penqelolaan SDM 

Aparatur pada masing-masmg satuan kerja yang ada di 

Ungkungan Pemerlntah Kabupate.n Luwu Utara;_ 

3. Meningkatnya dislpltn SDM Aparatur pada masing-masing 

saker yang ada di Lingkungan · Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara 

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada 

rnaslng-masing satuan kerja yang ada di Llngkungan 

Pemerlntah Kabupaten Luwu Utara; 

5. Meningkatr1ya profesionalisrne SDM Aparatur pada masing- 

maslng satean kerja yang aoa di Llngkungan Pemerintah 

Kabupaten Luwu Utara. 

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 
1 Pcnataan 

rekrutmen 
peqawal 

sistem Sistern rekrutrnen Terbangunnya sistem 
berbasis kompetensi rekrutmen yang terbuka, 
yang transparan dan transparan,akuntabel dan 
akuntabel sudah dibuat berbasis kompetens 
dan diterapkan 

2 Analisis jabatan Tersedia uratan jabatan Tersedianya uraian jabatan 
untuk seluruh 
posisi/pekerjaan dalam 
struktur organisasi 

3 Evaluasi jabatan Tersedianya job Tersedianya 
grading yang jabatan 
divalideasi oleh 
KemPAN dan RB dan 
BK1,1 urituk seluruuh 
posisi pekerjaan 

peringkat 
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2.2.6Progt'arr, Penguatan Pengawasan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang berslh dan bebas KKN pada masing-rnasing 

Satuan kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 

utara Target ydng ingin diczpai melalui program ini sdalah : 

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan 

· negara oleh masing-masing satuan kerja . yang ada di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; 

2. Menlngkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada 

masing-masing satuan kerja yang ada di Lingkungan 

Pernerinta:·, Kabupaten Luwu Ut.cira; 

3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan 

keuanqan negara pada masing-rnasing satuan kerja yang ada 

di Lingkungan Pemerintah Kabupater Luwu Utara; 

4. Menurunnya tlngkat per,yalahgunaan wewenang pada masing- 

masiny satuan kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Luwu Utara. 

PENGUATAN PENGAWASAN 
1 

2 

Pcnerapan sistem 
penqendatlan 
intern pemermtah 
(SPIP; 
p,�n:119kcitan peran 
aparat 
pcnqawasan 
pemerintah (APIP) 
scbaqai quality 
assurance dun 
consulting 

Jumlah dan Jellis 
temuan berkurang dan 
tindak lanjut temuan 
rneningkat 
Laporan keuangan 
mendapat opini wajar 
tanpa penqecuallan 
(WTP) dari BPK 

Terjadinya peningk.utan 
ketaatan, efisien, dan 
efektivitas pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
APIP yang lebih berperan 
dalam melakukan 
penguatan sistem 
pengenda!ian intern, quality 
assurance dan konsuitasl 
etas pelavanan 
kepemerlntahan 

2..2 .. 7 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Program ini bertujuan ur,tuk rneningkatkan kapasistas dan 

akuntabilitas klnerja pada masing-masing Satuan ke1ja yang ada di 

Ungkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Laporan 

akuntabilitas kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP) adalah laporan 
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Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang 

digunakan oleh masing-masing Satuan kerja dan atau unit kerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mur untuk 

menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana 

kerja dan angyaran, menvusun dokurnen penetapan klnerja, 

menyusun Iaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi 

pencapalan kinerJa sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Kabupaten Luwu Utara tahun 20U-2015. 

Target yang lngin dicapai melelul program ini adalah : 

1. Meningkatkan kinerja pada masing-masing satuan kerja yang 

ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; 

2. Meningkatnya Laporan A,<Untabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) yang tepat waktu dan tepat sasaran hal ini 

tergambar dalam tabel berikut : 

PENGUATAN AKUNTABIITTAS KINERJA 

i 

2 

3 

Penguatan 
akuntabilitas kinerja 
ir,stansi pemerintah 
Pengembangan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi 

Penyusunan indikator 
kinerja utama (IKU) 

Dokumen penetapan 
kinerja, LAKIP, IKU, 
telah disusun 
Laporan keuangan 
mendapat opini 
Wajar tan pa 
penqecuallan (WfP) 
dari BPK 
Indikator 
utama 
individu 
disusun 

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan 
akuntabliitas kinerja 
Terbangunnya sistem 
yang mendorong 
tercapainya kinerja 
organisasl yang terul<ur 

Tersusunnya indikstor 
kinerja utama 

kinerja 
unit dan 

sedang 

2.2.SProgra,n Peningkatan Kualii:as ?elayanan Pubiik 
Pelayanan publik sebagai pilar utama penyelenggaraan otonomi 

daerah, dalam pelaksanaannva mernerlukan kornitrnen bersarna 

mulai dari Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

sampai dengan unit-unit pelaksanan teknis di daerah. Dinamika 

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih balk, 

murah, cepat dan pastl perlu dilmbangi dengan penlngkatan mutu 
ncl':'O�,-.--- · ·- 
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Target yang ingin dicapai melalui program inl adalah : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih 

rnurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada rnasing- 

rnaslng saker yang ada di Ling�ungan Pemerlntah Kabupaten 

Luwu Utara; 

2. Meningkatnya jumlah unit· pelayanan yang mernperoleh 

standardisasi pelayanan lntemasional pada _masing-masing 

saker yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara; 

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan peiayanan publik oleh pada masing-masing 

saker yang ada di Lingkungan Pernerlntah Kabupaten Luwu 

Utara hal ini tergambar dalam proqram kerja dan usulan 

reforrnasi birokrasi dalam gambar berikut : 

Terimplementasikannya 
penggunaan stander 
pelayanan dalam 
pelayanan public 

Sud ah 
kerjasarn 
pemerintah 
rnasyarakat 
dalarn 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

Terpetakannya 
Standar 
Oprasional 
Perosedur (SOP) 
pada unit-unit 
pelavanan 

Berjalan sesual dengan masing-masing 
departemen satuan kerja 

ada Terjadinya peningkatan 
partisipasi masvarakat 

dan dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan 

pad a SPM Penerapan 
kabupaten 
Partlslpasl rnasyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
puhlik 

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN l'UBL!K 
renerapan standar pelayanan 
pada unit kerja 

3 

7. 

• l 

2.2.9Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Program lni berteiuan untuk rnnejamin agar pelaksanaan reformasi 

'.:lirokrasi dijalankan sesual dengan ketentuan dan target yang 

ditetapkan dalarn road map reformasi birokrasi yang di usulkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Target yang lngin dlcapal 
rnelalul program lnl adaJah ml'mhPrik:,n no•i"�-•-- -''-' •- .. 
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Dalarn menjaga sekaligus meningi<atk:sn penyelenqqarean 

pelayanan publik, telah diterbitkan beberapa regulasi yang akan 

mengawali perwujudannya, antara lain terkait dengan kewajiban 

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar 

Opraslonal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi unit-unit kerja yang 

melaksanakan tugas pelayanan publik di lingkunga_n Pemerintah 

Daerah. 

Dengan menyusun IKM, maka unit pelayanan publik merniliki tolok 

ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik yang telah 

diberikan. Dengc1n denuklan akan lebih mudah untuk menqetahui 

unsur-unsur pelayanan mana yang masih perlu perbaikan, 

sekaligus menjadl pendorong bagi setiap unit penyelenggara 

pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Sedangkan rnelalut penyusunan SPP yang merupakan bentuk 

komitmen atau janji dari penye:lenggara pelayanan publik untuk 

mernbenkan pelayanan yang lebih prima i berkualitas kepada 

masyarakal, akan menjadi tolok ukur dan pedornan, balk bagi 

pemberi pe!ayanan maupun penerima pelavanan, 
Dalam kaitan rJengan kewajiban bagi unit-unit penvelenqqara 

pelayanan publik untuk melaksanakan survet Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM), Standar Oprasional Prosedur (SOP) serta 

memilikl Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), maka Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

Sekretariat oaeran Kabupaten Luwu Utara memandang perlu 

untuk rnelakukan pengawasan, monitoring, evaluasi sekaligus 

pembinaan terhadap pelaksanaannya di semua Saluan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Luwu Utara. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualltas pelayanan 

publik pada masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Luwu utara sesuai kebutuhan dan harapan 

masvarakat. 
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MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

1 Monitoring Desain laporan Laporan monitoring 
sudah disiapkan - 

2 Evaluasi Desain laporan Laporan evaluasi 
evaluasi sudah tahunan 
disiapkan 

3 Evaluasi menyeluruh Desain laporan Laporan evaluasi lima 
evaluasi lirna tahunan 
tahunan sudah 
disiapkan 

2.3 Kode Etik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang 

memenuhi svarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas daiarn suatu jabatan negeri dan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 

bertuqas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

profesional, jujur, aclil dan merata dalam melaksanakan tugas negara, 

pernerintahan dan pembangunan. 

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala kewajiban, larangan dan 

peraturan perundanq-undanqan lain yang rnengikat. 

Nilai-nilai moral yang harus dimiliki setiap lndlvldu pegawa; negeri adalah 

sifat-sifat jujur, adil, te1tib, cepat, cerrnat, rnarnpu bekerjasama, 

bersemangat dan menjadl teladan dalam melaksanakan tugas. 

Setiap individu pegawai negeri (termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalarn berperilaku, 

rne1riiliki prinsip/nilai moral yang mer,jadi pegangan dalarn melaksanakan 

tugas kedtnasan maupun di luar kedlnasan. 
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Nilai-nilai moral yang menjadi acuan dalam Luwu Uta1 a tersebut secara 

knusus dijabarkan dalam bentuk Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di 

iingkungan Pernerintah Kabupalen Luwu Ulara. 

2.4 Agenda Reformasl Birckrasl 

Gooc.J Governance adalah tata pernerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa. Terkalt dengan itu, pemerintah yang _bersih (clean 

government) dan bebas KKN. Reformasi Birol<.rasi merupakan perubahan 

signifikan elemen-elernen birokrasi, aatara lain kelembagaan, sumber 

daya manusia aoaratur, ketetalakseoaan, akuntabilitas aparatur, 

penqawasan, dan pelayanan publik. Beberapa contoh reformasi, 

birokrasi, misalnya reformasi kelembagaan dan kepegawaian, keuangan, 

perbendaharaan, perencanaan dan penganggaran, kelrnlqraslan, 

kepabeanan, perpajakan, pertanahan, dar, penanaman modal. Hal yang 

penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan 

culture-set serta pengembangan bucaya kerja. Reformasi Birokrasi 

diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat 

pemberantasan korupsl, secara berkelanjulan, dalam menciptakan Lala 

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), 

pemerintah yi:lng bersih (clean yovernmer1t), dan bebas KKN. Pada 

pembukaan Rakornas-PAN 2005 di Istana Negara, 15 November 2005, 

Preslden SBY memberikan arahan : 

a. Jaksanakan reformasi birokrasi; 

b. teqakkan dan terapkan prinsip-prinslp good governance; 

c. tingkatkan kualitas pelayanan publilc menuju pelayanan publik yang 

prima; dan 

d. berantas korupsi sekarang · juga mulai dari diri sendlri dan hindari 

perbuatan tlndak pidana korupsl, 
Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, 

lnefektlvitas, tldak profesional, tldak netral, tidak dlslplin, tldak patuh 

pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan 

mindset, KKN yang rnarak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi 

masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, 
I 

trausparan, partisioatif. dan i<rPrlihPI no>l:>HC>n�n �· ·""'· ,.._,_ ..•. 
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Visi reformasl birokrasl adalah l:erwujudnya pemerlntahan yang 

amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good 

governance), dan Misi-nya, mengembalikan cua dan citra birokrasi 

pernerlntahan sebagal abdl negara dan abdl masyarakat serta dapat 

rnenjadi surl teladan dan panutan rnasyarakat dalam menjalani kehidupan 

sehari-harl, 

Tujuan reforrnasl birokrasi. rnernbanqun aparatur neqara yang efektif 

dan efisien serta membebaskan aparatur negara dari praktik KKN dan 

perbuetan tercela lainnya, agar birokrasl pemerlntah marnpu 

menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Salah satu 

penopanq reformasi oirokrasl adalah terciptanya sistem manajernen yang 

balk, meliputi sistem pelembaqaan dan pengorganisasian, rnanejer.ien 

kepegawaian berbasls klnerja, ketatalaksanaan, pengelolaan asset dan 

barang milik negara, pengelolaan keuangan, perencanaan dan 

�,enganggaran, pengawasan dan akuntabilitas. Strategi Reformasi 

Blrokrasl, meliputi upava-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, 

percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja SDM aparatur, 

manajemen kepegawaian berbasis kinerja, remunerasi dan meritokrasi, 

c..liklat berbasts kompetensl, penyelesaian status tenaga honorer, pegawai 

harian lepas (PHL}, dan pegawal tidak tetap (PTI}, serta deregulasi dan 

oeblrokratisasl. 


